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ABSTRAK
PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 1999
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

OLEH :

ADRIANSYAH NASUTION
NPM. 08.840.0043

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ketiga,dengan zakat dapat
membantu dalam meringankan beban orang lain,terutama fakir miskin. untuk itu
di perlukan penyaluran zakat secara efectif, professional dan bertanggung jawab.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyaluran dana zakat serta
kendala-kendala yang dialami BAZDA Sumatra Utara beserta solusi dalam
menghadapi kendala tersebut.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pendayagunaan hasil
pengumpulan zakat menurut hukum islam, bagaimana pendayagunaan zakat
menurut  Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, bagaimana prosedur
pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dari zakat produktif.

Tujuan penelitian untuk melengkapi tulisan ilmiah ini, mengetahui dasar
hukum disyariatkanya zakat, syarat-syarat wajib zakat, serta macam - macam
harta yang dizakatkan, siapa saja yang berhak menerima zakat, lembaga pengelola
zakat menurut undang-undang No. 38 Tahun 1999, dan yang terakhir untuk
mengetahui bagaimana pengawasan zakat menurut undang- undang zakat.

Metode Penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif dengan
metode deskriptif, Dengan metode pengambilan data berupa data primer dan data
skunder, dengan cara wawancara dan observasi, serta dengan cara membaca
literature kepustakaan, intrnet, media cetak mengenai penyaluran dana zakat pada
BAZDA Sumatra Utara. )

Kesimpulan penelitian ini bahwa BAZDA Sumatra Utara dalam
menyalurkan dana zakatnya bersifat konsumtif dan produktif, hal tersebut dapat di
lihat dari program BAZDA Sumatra Utara dan program yang terlaksana.

Sedangkan solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut antara lain:
kendala terbatasnya dana, kendala terbatasnya amil, kendala terbatasnya SDM,
kendala jarak dan waktu, kendala komunikasi.

Dan saran penulis dalam penelitian ini hendaknya BAZDA Sumatra Utara
mengumpulkan dana zakat lebih banyak sehingga nantinya akan tersalurkan ke
tujuh asnaf sesuai yang di targetkan BAZDA Sumatra Utara, hendaknya BAZDA
Sumatra Utara dalam menyalurkan dana zakat pemanfaatanya juga lebih ditujukan
kearah produktif, karena pemanfaatan dari segi produktif masih sedikit, BAZDA
Sumatra Utara hendaknya menambah amil, karena masih kurang dari segi SDM.
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BABI

PENDAHULUAN

Umat Islam meyakini, bahwa zakat adalah pilar ketiga dari lima pilar agama
Islam. Sebagai sebuah pilar, keberadaannya merupakan sesuatu yang harus ada dan
ﬁarus dilakukan oleh umat Islam. Islam memandang, bahwa pentingnya zakat untuk
ditunaikan tidak lebih kecil dibandingkan dengan keharusan menjalankan ajaran-jaran
Islam yang lain. Bahkan, dengan dimasukkannya sebagai salah satu dari pilar Islam
yang lima ini (Hadis Rasulullah tentang rukun Islam) menunjukkan bahwa ajaran
zakat merupakan ajaran kunci bagi umat Islam. Kesempurnaan orang Islam akan
terkurangi, manakala zakat dinafikan dari agenda keberagamaannya.

Zakat adalah institusi pemberdaya masyarakat yang ditopang oleh nilai-nilai
spiritualitas. Spiritualitas yang ada di belakang zakat semestinya memberikan inspirasi
keihlasan bagi orang-orang Islam yang mempunyai harta berlebih untuk
memberdayakan orang-orang yang secara ekonomi tidak diuntungkan. Kemudian akan
muncul social responsiblity dari masyM§kat _mampu terhadap masyarakat kurang
mampu. Maka, zakat akan memiliki dampak besar bagi kesejahteraan umat. Pesan-
pesan agama bagi kesej éhteraan 1;mat akan benar-benar terwujud.

. Akan tetapi, seolah bertentangan dengan gagasan idealnya, pengaruh zakat
terhédap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum banyak bisa dirasakan. Zakat
'hanyalah sebatas kewajiban rutin yang seolah tanpa semangat pemberdayaan,

sehingga belum mampu menjadi salah satn instrumen pemberdayaan masyarakat yang
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benar-benar efektif. Idealitas ajaran zakat sebagaimana yang kami singgung di depan
hanya ada dalam teori yang jauh dari realitas

Kondisi tersebut tentunya mengundang tanya bagi umat Islam umumnya, dan
para pemerhati zakat pada khususnya. Sebenarnya apa yang salah dengan pengelolaan
zakat oleh umat Islam Indonesia saat ini. Beberapa hal yang layak untuk mendapatkan
perhatian dan menjadi fokus tulisan ini diantaranya; reorientasi terhadap pemahaman
epistimologi zakat, yaitu berusaha untuk membahas bilamana kewajiban zakat
diperintahkan. Preseden sejarah pada masa formulasi Islam perlu dihadirkan untuk
melihat semangat zakat ketika itu. Dari pembahasan ini diharapkan ditemukan
semangat zakat sebagai sebuah institusi keagamaan yang tidak hanya sekedar
mementingkan pembayarannya si kaya, namun 'semangét -pembebasan di balik
kewajiban tersebut.

Sudah umum diketahui bahwa saat ini pengelolaan zakat seolah kehilangan
rohnya. zakat dikelola hanya dengan mengedepankan aspek keharusan seorang
individlu membayarnya, tanpa dibarengi cara yané paling tepat (baca: sistem
pengelolaan) agar dana zakat menjadi efektif sebagai sebuah instrumen pemberdayaan
~ umat. Sehingga tidak mengherankan, jika saat ini zakat hanya bersifat konsumtif yang |
menyebabkan si mustahik tetap sulit membebaskan diri dari keterpurukannya. Di
samping ada kesalahan dalam sistem pengelolaannya, juga patut dipertanyakan ulang
tentang lembaga amil yang berfungsi sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab
terpadap pengumpulan dan penyaluran zakat. Saat ini masih banyak terjadi di
masyarakat bahwa pengertian amil adalah sekumpulan orang-orang yang diangkat
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3. Untuk mengetahui prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dari zakat

produktif.

C. Permasalahan
Adapun identifikasi masalah yang merupakan aspek pembahasan dari skripsi
ini adalah:
a. Bagaimana pendayagunaan hasil pengumpulan zakat menurut Hukum Islam ?
b. Bagaimana pendayagunaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat?
c. Bagaimana prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dari zakat

produktif?

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi
berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai
langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan
kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka
harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu
merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan
oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab iu
bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu
ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan
mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa
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dengan cara wawancara yang berhubungan dengan judul penelitian.
G.Sistimatika Penulisan
Sistimatika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima Bab yang masing-
masing Bab terdiri dari beberapa sub Bab sebagai beikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Dalam bab ini diberikan pegertian dan penegasan judul, Alasan
pemilihan judul, Permasalahan, hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode
pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT
Dalam Bab ini akan diuraikan tentang: Pengertian Zakat,Dasar Hukum
disyariatkanya Zakat,Syarat-Syarat dan rukun Zakat serta Macam-
Macam Harta Yang Dizakatkan.
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELOLA
ZAKAT
Dalam bab ini akan di uraikan tentang : Yang berhak menerima zakat,
Lembaga Pengelola zakat menurut undang-undang zakat,
Pendayagunaan zakat menurut undang-undang No.38 Tahun 1999
Pengawasan Zakat menurut undang-undang zakat.
BAB IV.PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PADA BAZDA SUMUT
Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Sejarah singkat
Badan Amil zakat daerah Sumatra Utara, Visi dan Misi Badan Amil
Zakat Daerah Sumatra Utara, Prosedur Pendayagunaan Hasil

Pengumpulan Zakat Produktuif Pada Bazda Sumatra Utara.
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Arti zgkat menurut Ja’far (1990: 1) dari segi bahasa (lughot) adalah
kesuburan, kesucian dan keberkahan. Sedangkan, zakat menurut terminologi
(syar’i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk
diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan
dalam Al-Quran.

Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang
diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.
Zakat terkadang disebut dengan shodaqah, sehingga zakat bermakna shodaqah
dan shadaqah bermakna zakat. Lafaznya berbeda, namun memiliki makna yang

sama.

B. Dasar Hukum Disyariatkannya Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan
pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat hukumnya Wajib ain
(farduain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan oleh syariat. Dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat
Islam dengan berdasarkan dalil Al-Quran, hadis dan ijma. Hukum zakat juga
dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 pasal 1 dan pasal 2
tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh
seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan
ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, dan setiap
warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang

KTt SRR gl beckowsibn menunlianzakat
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15. Membebaskan si penerima (mustahiq) dari kebutuhan sehingga dapat
merasa hidup tentram dan dapat meningkatkan kekusyukan ibadah kepada
Allah.

16. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

17. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomis: dalam bidang
moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan,
dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari
masyarakat. Dan dibidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan
kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan
wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab terdapat tida landasan filosofis
kewabiban zakat yaitu :

1. Prinsip Istikhlaf (penugasan sebagai kholifah). Allah adalah pemilik seluruh
alam semesta dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang
yang beruntung memperoleh sejumlah harta pada hakekatnya hanya menerima
titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan
kehendak pemiliknya, ia menjadikan harta benda sebagai alat dan sarana
kehidupan untuk seluruh manusia sehingga penggunaannya harus diarahkan
untuk kepentingan bersama ;

2. Prinsip solidaritas sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup
bersama dengan individu-individu dalam masyarakat, yang meskipun
manusia mempunyai sifat berbeda-beda ia tidak dapat dipisahkan darinya.

ekonomi, meskipun seseorang mempunyai kepandaian
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Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak
memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuanya.

2. Islam
Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka
yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafii orang
murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad.
Sedangkan menurut Imam Hanafi , seorang murtad tidak dikenai zakat

3. Baligh dan berakal
Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena
keduanya tidak dikenai khitab perintah.

4. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti
naqdaini (emas dan perak) termasuk juga al-auraq al-naqdiyah (surat-surat
berharga), barang tambang dan barang temuan (rikaz), barang dagangan,
tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

5. Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah).

6. Harta tersebut adalah milik penuh(al-milk al-tam).

Dalam hal ini, harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam
kekuasaan pemiliknya.

7. Telah berlalu satu tahun atau cukup Agul (ukuran waktu, masa).

Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan gamariyah.
Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya angaran dibuat
berdasarkan tahun syamsiah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun

ah deniafl{lE Re’nambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari
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2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan syamsyiah dari
bulan gamariyah.

8. Tidak adanya hutang.

9. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.
Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah
pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan
angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak dikenakan
zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi
hutang, tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor memerlukan uang
yang ada ditangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman hutang,

10. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

11. Berkembang.
Pengertian berkembang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pertama,
bertambah secara kongkrit dan kedua, bertambah secara tidak kongkrit.
Berkembang secara kongkret adalah bertambah akibat pembiakan dan
perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara kongkret
adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya
maupun ditangan orang lain atas namanya.

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

1. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).

2. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahik (orang yang menerima
zakat).
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D. Macam-Macam Harta yang Di Zakatkan
1. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap muslim
yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan yang ditunaikan pada bulan
ramadhan sampai menjelang shalat sunah idul fitri. Ja’far (1985) menyatakan fitri
adalah berbuka puasa, yang dimaksud di sini ialah berbuka puasa diwaktu
matahari terbenam pada hari terakhir bulan ramadhan. Berakhirmya bulan
ramadhan itu, merupakan sebab lahiriah pada kewajiban zakat tersebut sehingga
diberi nama”zakat fitri” (zakat fitrah). Adapun fungsi zakat fitrah menurut ja’far
(1985) adalah mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan
mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh
pengaruh pergaulan dan sebaginya, sehingga manusia itu menyimpang dari
fitrahnya.
A .Kadar dan Alat Pembayaran Zakat Fitrah

Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu sha’. Satu sha’ ialah empat mud,

a. sedangkan satu mud ialah kurang lebih 0,6 kilogram. Jadi satu sha’ ialah
sebanding dengan 2,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2,5 kg. Adapun di
Indonesia, karena biasa menakar ukuran bahan makanan pokok beras
menggunakan liter bukan timbangan, maka 2,5 kg beras diukur sebanding
dengan 3,5 liter beras.(Hikmat, 2008).

Adapun jenis makanan yang wajib dikeluarkan sebagai alat pembayaran
zakat fitrah, diantaranya adalah tepung terigu, kurma, gandum, kismis (angur
UNche\slx%ngiT%agMaggAgﬁemacam keju). Untuk daerah atau negara yang makanan
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pokoknya selain 5 makanan tersebut, mazhab Maliki dan Syafii membolehkan
membayar zakat dengan makanan pokok yang lain, seperti beras, jagung, sagu dan
ubi. Akan tetapi sebagian ulama dan para ulama Hanafiyah membolehkan
membayar zakat fitrah dengan alat pembayaran berupa uang yang sebanding
dengan harga makanan pokok tersebut, karena tujuan zakat fitrah adalah
membantu fakir miskin. (Hikmat, 2008).
b. Kewajiban Membayar Zakat Fitrah
Mayoritas ulama dari kalangan Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah,
menyatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ini dikenakan kepada segenap muslim,
laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa, yang memiliki kelebihan untuk
keperluan konsumsi lebaran keluarganya, baik kepentingan konsumsi makan,
membeli pakaian, gaji pembantu rumah tangga maupun untuk keperluan
kunjungan keluarga yang lazim dilakukan.Hikmat (2008) menyatakan Bahwa
syarat yang menyebabkan individu wajib mengeluarkan zakat, antara lain:
1. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan
tanggunganya pada malam dan pagi hari raya;
2. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan ramadhan dan
hidup selepas terbenam matahari;
3. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan ramadhan
dan tetap dalam Islamnya;

4. Seseorang yang meninggal selepas tebenam matahari akhir ramadhan.
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c. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Banyak perselisihan pendapat ulama tentang waktu mengeluarkan zakat
fitrah. Perselisihan tersebut dapdat dsaring kebenarannya melalu fhaditsit
Rasulullah SAW yang berbunyi:

“Barang siapa mengeluarkan fitrah sebelum bersembahyang hari

raya, maka itulah zakat yang diterima, dan barang siapa

mengeluarkannya  sesudah  sembahyang hari  raya, maka

pengeluarannya dipandang satu sedekah saja (H.R, Abu Daud dan

Ibnu Majah)”

Dengan hadits tersebut dapat dinyatakan bahwa waktu kita diwajibkan
mengeluarkan zakat fitrah ialah pagi hari raya dari terbit fajar hingga pergi ke
tempat shalat hari raya. Disis lain, jika kita lihat kepada arti zakatul fitri (zakat
yang diberikan karena berbuka, telah selesai mengerjakan puasa), kita dapat
mengambil faham bahwa waktunya, mulai dari terbenam matahari dipetang
malam hari raya, atau akhir ramadhan, dan waktu itu berakhir dengan shalat hari
raya. Barang siapa memberinya di antara waktu itu, pemberinya dipandang fitrah
dan barang siapa memberinya setelah itu, pemberinya dipandang satu sedekah
biasa saja (Hasbi Ash Shiddieqy,1999) Sedangkan menurut (Hikmat,2008)

Pembayaran zakat fitrah dilakukan sejak awal ramadhan, pertengahan atau
akhir ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri. Waktu yang paling utama
adalah pada akhir bulan ramadhan setelah terbenam matahari sampai menjelang

pelaksanaan shalat idul fitri. Pembayaran zakat selepas shalat idul fitri tidak

termasuk zakat fitrah dan hanya dinamakan sedekah seperti sedekah biasa. Ja’far
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sebagai berikut :

a. Binatang dihitung jumlabnya pada akhir haul, yang kecil digabungkan
dengan yang besar jika yang besar mencapai nisab.

b. Nisab zakat ternak dihitung dari jumlah:

Nisab unta : minimal 5 ekor ke atas
Nisab sapi : minimal 30 ekor ke atas
Nisab kambing : minimal 40 ekor ke atas
c. Pembayaran zakat dibolehkan dengan binatang kualitas sedang dan tidak
harus ternak pilihan atau terbaik.
d. Binatang yang dipekerjakan untuk pertanian, pengangkutan barang dan
transportasi tidak wajib dizakati
e. Dapat mengeluarkan zakat dalam bentuk ternak dan boleh juga
mengantinya dengan sejumlaah vang yang sesuai harganya.
f. Dimungkinkan mengabungkan satu jenis zakat untuk mencapai satu nisab,
misalnya mengabungkan kambing kacang dengan kambing domba dan
kibas, atau kerbau dengan sapi dan lain-lain yang sepadan.
3. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan
karunia Allah. Barang siapa memiliki satu nisab emas dan perak selama satu
tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat
yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun, yang satu nisab tidak
dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu nisab lagi, karena dijual atau

sebab lain, berarti kepemilikan yang satu tahun itu terputus (Fakhruddin,2008).
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Menurut Ibnul Mundzir dalam Shiddieqy (1999) bahwa para ulama telah
mengeluarkan ijma’, bahwa apabila ada 20 misqal atau 20 dinar harganya 200
dirham, sudah wajib zakat. Tegasnya nisab emas adalah 20 misqal atau 90 gram
dalam satuan lain, Sedangkan zakat perak, wajib mengeluarkan zakatnya apabila
berjumlah 1 augiyah sama dengan 40 dirham, sehingga kalau 5 augiyah sama
dengan 200 dirham. Para ulama sepakat dalam menentukan nisab perak ini dalam
5 augqiyah. (Fakhruddin, 2008).

4. Zakat Barang Dagangan

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas
kepemilikan harta yang diperuntuhkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada
perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti
CV, PT, dan Koperasi (Fakhruddin,2008).Segala macam jenis harta atau barang
yang diperdagangkan orang, baik yang termasuk dalam jenis harta yang wajib
dizakati, seperti: bahan makanan dan ternak, maupun harta yang tidak termasuk
wajib zakat, seperti, tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang, tanah, mebel dan
sebagainnya, semuanya itu wajib dizakati, jika telah memenuhi syarat-syaratnya

(Ja’far, 1985).

Adapun syarat-syarat wajib zakat barang-barang dagangan, adalah sebagai
berikut (Hikmat, 2008):

a. Adanya nisab, harta perdagangan harus telah mencapai nisab emas atau
perak yang terbentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang
berlaku disetiap daerah.
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b. Haul, harga harta dagangan harus mencapai haul, terhitung sejak
dimilikinya harta tersebut. Ukuran dalam hal ini ialah tercapainya dua sisi
haul, bukan pertengahannya.
c. Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan,
pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya.
Adapun apabila niat itu dilakukan setelah harta itu dimilikinya, maka
niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.
d. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual-beli atau sewa
menyewa.
e. Harta dagangan tidak dimaksudkan giniyah (yakin sengaja dimanfaatkan
oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan).
f. Pada saat perjalanan hgul, semua harta perdagangan tidak menjadi uvang
yang jumlahnya kurang dari nisab. Dengan demikian, jika semua harta
perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai nisab,
haulnya terputus.
5 Zakat Barang Temuan dan Hasil Tambang

Meskipun para ulama te}ah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang
tambang dan barang temuan, ftetapi mereka berbeda pendapat tentang makna
barang tambang (ma’din), barang temuan (rikaz) atau harta simpanan (kanz),
jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan ukuran zakat
untuk setiap barang tambang dan temuan (Fakhruddin, 2008).

Menurut Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad, nisab ma’din sama
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BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG PENERIMAAN
DAN PENGELOLAAN ZAKAT

A.  Yang Berhak Menerima Zakat
Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat (mustahik) sudah
sangat jelas diatur keberdaannya. Pembelanjaan atau pendayagunaan dana zakat
dilvar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat.
Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di
dalam firmannya:
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan,
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana (QOs-At- Taubah: 60) ”.
Dalam satu haditst riwayat Abu Daud Rosulullah bersabda mengenai

penyaluran dana zakat ,

“Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga

tidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hokum didalamnya.

Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu

termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu. ”(HR

Abu Daud).

Delapan kelompok (asnaf) dari ayat dan hadits di atas, yaitu terperinci
sebagai berikut (Bazda-Su):

1. Fakir, adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan
pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu.
Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak
memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang

kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

31 Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk a%&%lgst?.rrlgﬁliﬁgt}{)réil\{g;‘s/iltﬁgé\/laecdﬁqﬁrﬁ/m



Adriansyah Nasution - Pendayagunaan Dana Zakat Menurut Undang-Undang No. 38 ....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk a%&%gstﬁgfi}liﬁgt}{)réil\{gas/iltla}gé\/laecdﬁqﬁrﬁ/m



Adriansyah Nasution - Pendayagunaan Dana Zakat Menurut Undang-Undang No. 38 ....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk a%&%gstﬁgfi}liﬁgt}{)réil\{gas/iltla}gé\/laecdﬁqﬁrﬁ/m



Adriansyah Nasution - Pendayagunaan Dana Zakat Menurut Undang-Undang No. 38 ....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk a%&%gstﬁgfi}liﬁgt}{)réil\{gas/iltla}gé\/laecdﬁqﬁrﬁ/m



35

Adriansyah Nasution - Pendayagunaan Dana Zakat Menurut Undang-Undang No. 38 ....

1. Cara Penyaluran Zakat

Mekanisme penyaluran zakat dilakukan oleh muzakki (orang yang
mengeluarkan zakat) kepada mustahik (pihak penerima zakat), sedangakan
sebagai musarif (sasaran) zakat sudah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu ketujuh
golongan. Posisi pertama dan kedua yaitu fakir dan miskin, itu menandakan
bahwa merekalah yang layak medapat bagian pertama dari penyaluran dana zakat.
Hal ini menunjukan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak mengentaskan
kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.

Mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin
merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat zakat yang utama. Dalam
mencapai sasaran tersebut diperlukan penyaluran zakat yang tujuannya adalah
agar harta zakat sampai kepada mustahik. Qardhawi (1986) menyatakan bahwa
cara penyaluran zakat dapat dilakukan oleh muzakki langsung pada mustahik
ataupun melalui lembaga pengelolaan zakat.

a. Muzakki langsung memberikan zakat kepada mustahik

Menurut ulama Mazhab Syafii, bahwa pemilik harta diperbolehkan
membagikan atau menyalurkan hartanya secara langsung kepada mustahik, atas
harta batin, yaitu: emas, perak, harta perdagangan dan zakat fitrah (terhadap zakat
fitrah ada yang menyatakan bahwa ia termasuk harta zahir).

Adapun harta zahir, hasil pertanian dan barang pertambangan, maka
terhadap kebolehan membagikan oleh diri sendiri, ada dua pendapat. Pendapat
yang paling zahir yaitu kaul jadid adalah boleh menyalurkan harta zahir langsung
kepada mustahik. Dan menurut kaul kadim tidak boleh, akan tetapi wajib

diberikan kepada penguasa atau lembaga-lembaga zakat, karena untuk
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tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan
muzakki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusi/
pendayagunaannya, serta melakukan pembinaan berlanjut untuk yang menerima
zakat.

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan
Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga pengelola zakat
apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni :
1. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pithak muzakki dengan mustahik.
Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan).
Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azaz kepercayaan menjadi
syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan
keunggulannya masing-masing sampai terlithat jelas positioning organisasi,
sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka
kedudukan akan sulit untuk berkembang.
2, Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil,
yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan
ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahik
tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang
diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru. Keberadaan kedua lembaga
tersebut menimbulkan dualisme di masyarakat, disatu sisi pemerintah hendak
menyatukan lembaga-lembaga tersebut melalui satu pintu yakni BAZ dengan

tujuna agar dana zakat dapat terkelola dengan baik, di sisi lain keberadaan LAZ
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yang merupakan swadaya dari masyarakat ingin tetap eksis dalam menjalankan
tuganya yaitu mengelola dana zakat. Berikut gambaran kedua lembaga pengelola
zakat tersebut secara lebih terperinci :

1. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh
pemerintah dengan kepengurusan terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah.
Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat
Nasional disingkat BAZNAS dan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil
Zakat Daerah disingkat BAZDA yang terdiri dart BAZDA Provinsi, BAZDA
Kabupaten atau Kota dan BAZDA Kecamatan.

Pengurus Badan Amil Zakat di setiap tingkatan pemerintahan diangkat dan
disahkan oleh kepala pemerintahan setempat atas usul perwakilan kantor urusan
agama setempat. Kepengurusan BAZ di setiap tingaktan pmerintahan terdiri atas
Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Amil Zakat
dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai
tingkat kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara
vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan,
penyaluran, dan pemberdayaan dana zakat.

Dalam menjalankan fungsinya terutama penghimpunan dana zakat Badan
Amil Zakat memiliki UPZ (Unit Pengumpul Zakat). UPZ ini berada di kantor atau
dinas pemerintahan setempat dengan tingkatan masing-masing.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang

anuhn ibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah,
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b. Mendistribusikan pungutan tambahan tersebut dengan cara yang adil.

c. Harus disalurkan demi kemaslahatan umat Islam.

d. Mendapat restu dari tokoh-tokoh masyarakat Islam.

2. Berdasarkan harta zakat yang terkumpul

Sebagian ulama fikih berpendapat, harta zakat yang terkumpul itu
dialokasikan kepada mustahik yang delapan sesuai dengan kondisi masingmasing.
Kaidah ini akan mengakibatkan masing-masing mustahik tidak menerima zakat
yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menjadi wewenang pemerintah dalam
mempertimbangkan mustahik mana saja yang lebih berhak dari pada yang lain.
Setiap kaidah yang disimpulkan dari sumber syariat Islam ini dapat diterapkan
tergantung pada pendapat zakat dan kondisi yang stabil.
3. Penentuan volume yang diterima ;nustahik

Terdapat beberapa pendapat ulama fikih akan hal ini diantaranya sebagai
berikut :

a. Untuk masing-masing golongan mustahik zakat dialokasikan sebesar
seperdelapan (1/8 atau 2,5%) dari total harta zakat yang terkumpul. Jika
dana yang telah dialokasikan bagi suatu golongan itu tidak mencukupi,
maka dapat diambil dari sisa dana yang dialokasikan untuk golongan
mustahik lain. Apabila tidak ada juga, maka diambil dari sumber lain dari
kas negara atau dengan cara mewajibkan pajak baru untuk menutupi
kekurangan itu atas mereka yang kaya sesuai dengan syarat-syarat yang
telah ditetapkan dalam syariat Islam.

b. Bagi setiap golongan mustahik zakat dialokasikan dana sesuai dengan
kebutuhannya tan%a l&erikat dengan seperdelapannya. Apabila harta zakat
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yang terkumpul itu tidak mencukupi, maka diambil dari sumber lain dari
kas negara atau dengan cara mewajibkan pungutan baru atas harta
orangorang kaya untuk menutupi kekurangan itu dengan syarat-syarat yang
telah ditentukan oleh syariat Islam.
4. Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan
kondisi seseorang dari mustahik (penerima) menjadi muzakki (pemberi).
Bertambahnya jumlah muzakki akan mengurangi beban kemiskinan yang ada
dimasyarakat. Namun keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun sangat
terbatas. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat
dapat dimanfaatkan secara optimal mungkin.
C. | Pendayagunaan Zakat Menurut Undang — Undang No. 38 Tahun 1999
Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, adapun
pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus bahasa Indonesia :
a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
b. Pengusaha (tenaga) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.
Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara
pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pedistribusiannya tepat sasaran
dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Ali (2005)
menyatakan bahwa pengertian pendayagunaan dana zakat merupakan status
pekerjaan yang memberi pengaruh serta dapat mendatangkan perubahan yang
berarti dan memiliki persyaratan dan prosedur pendayagunaan zakat. Dalam
Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan
mengenai endagl%%maan adalah :
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1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mestahiq sesuai dengan
ketentuan agama.

2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas
kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.

3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.
Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus

dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut
termaktub di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang
Pelaksanaan Zakat untuk mustahik sebagai berikut :

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf, yaitu :
fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorimin, sabilillah, dan ibnu sabil.

2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi
kebutuhan dasar secara ekonomi sangat memerlukan bantuan.

3. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat, yaitu :
a. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana
langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuban pokok mustahik.
Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini
merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan
utama bentuk penyaluran ini adalan antara lain :

1. Untuk menjaga keperluan pokok mustahik

2. Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta
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3. Menyediakan wahana bagi mustahik untuk memperoleh atau meningkatkan
pendapatan
4. Mencegah terjadinya eksploitasi terthadap mustahik untuk kepentingan
yang menyimpang.
b. Berbasis pengembangan ekonomi
Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha
kepada mustahik secara langsung maupun tidak langusng, yang pengelolaannya
bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana
zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya
dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat Dalam pendistribusian dana
zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat
produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini.
Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemeberian
zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masing-masing dari
kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu |
konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif
dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif, adapun penjelasan

lebih rinci dari kedua bentuk penyaluran zakat teresebut adalah :

1. Konsumtif Tradisional
Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa
zakat dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan
konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang
ir miskin setiap idul fitri mbagian zakat mal 1
U l%(f%%as If%% II\%EDANSCA [% 1& atau pembagian zakat mal secara langsung
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oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan
pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka
pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.
2. Konsumtif Kreatif
Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang
diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu
orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang
dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah.
D. Pengawas Zakat Dalam Undang — Undang Zakat No. 38 Tahun 1999
Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan oleh unsur unsure pengawas
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 5 undang-undang No. 38 Tahun
1999, (i Sumber undang-undang zakat ), fungsi komisi pengawas sebagai alat
control belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,namun demikian
untuk massa yang akan dating di harapkan peran aktif komisi pengawas harus
ditingkatkan,sehingga kemajuan Badan Amil Zakat Nasional menjadi lebih baik

lagi pada massa yang akan datang,.
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BABY

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari paparan data yang didapat oleh peneliti dan dari pembahasan
tersebut, sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan
penyaluran dana zakat pada BAZDA Sumatra utara menganalisis kendala
yang dihadapi dan menganalisis langkah-langkah solusi dalam
menghadapi kendala-kendala tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bazda

Sumatra utara dalam menyalurkan dana zakatnya bersifat konsumtif dan

produktif, hal tersebut dapat dilihat dari program-programBazda Sumatra

utara dan program-program yang terlaksana, adapun mekanisme
penyaluran dana zakat Bazda adalah :

1. Menentukan sasaran, siapa yang akan diberikan dana zakat, dalam hal
ini tujuan Bazda adalah mencapai sasaran delapan asnaf.

2. Setelah menentukan sasaran, kemudian menuangkan dalam beberapa
program-program yang di bentuk oleh Bazda Sumatra utara.

3. Dari program-program itulah, dana zakat yang terkumpul tersebut
diangarkan atau dibagikan ke program-program Bazda , berapa dana
zakat untuk program peduli pendidikan, program untuk pendampingan
dan pembinaan SDM dan seterusnya.

Sedangkan solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut antara lain :
1. Kendala Terbatasnya Dana. Yaitu berusaha memperbesar pendapatan dana

zakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran
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dalam membayar kewajiban berzakat. Sosialisasi tersebut seperti
memasang spandukyang bertemakan kewajiban berzakat, melakukan iven-
iven dan gencar mencari dana zakat.

2. Kendala Terbatasnya Amil. Yaitu dengan cara melakukan perekrutan amil,
biasanya Bazda Sumatra utara melakukan perekrutan kepada remaja
masjid .

3. Kendala Terbatasnya SDM. Yaitu dengan cara melakukan pelatihan-
pelatihan, sekolah yang lebih tinggi, studi banding, diskusi yang dilakukan
tiap minggu, memberikan fasilitas internet, dan semua kegiatan tersebut
dilakukan secara terus-menerus.

4. Kendala Jarak dan Waktu. Yaitu dengan cara memberi ongkos kepada
mustahiq apabila ada pembinaan di Bazda yang dilakukan sebulan sekali.

5. Kendala Komunikasi. Yaitu dengan cara berusaha memiliki nomor telefon,
baiknomor pribadi dari mustahiq atau jika tidak punya melalui. nomor

tetanga atau RT dari mustahiq tersebut.

B. Saran
Sebagai masukan dari peneliti sehubungan dengan penyaluran dana
zakat di Bazda Sumatra utara yaitu:
1. Hendaknya Bazda mengumpulkan dana zakat lebih banyak,
sehingga nantinya dana zakat tersebut dapat tersalurkan tujuh asnaf
sesuai dengan yang ditargetkan oleh Bazda yaitu tujuh asnaf

sehingga nantinya lebih banyak yang mendapatkan bantuan.
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